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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. 
Tinjauan Umum Tentang Analisis Yuridis
1. Pengertian Analisis Yuridis
Analisis yuridis merupakan suatu kegiatan untuk mencari dan memecahkan masalah-masalah hukum yang terdapat dalam suatu peristiwa hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki, analisis yuridis adalah suatu analisis yang dilakukan terhadap norma-norma hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Analisis yuridis dijelaskan sebagai bagian dari metode penelitian hukum yang berorientasi pada analisis norma, yaitu kegiatan menganalisis dan menginterpretasikan norma hukum untuk menjawab suatu masalah penelitian. Pendekatan ini mencakup pengambilan dari peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur sebagai landasan analisis hukum.

Analisis yuridis merujuk pada proses mengurai dan mengevaluasi suatu permasalahan berdasarkan prinsip-prinsip hukum, termasuk penelaahan norma hukum, peraturan, dan putusan pengadilan yang terkait. Fokusnya adalah pada interpretasi hukum dan relevansi norma terhadap kasus atau isu yang dikaji.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan bahwa analisis yuridis adalah suatu kegiatan mengkaji atau menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan mengaitkan pada fakta-fakta hukum yang terjadi, baik dari aspek hukum materiil maupun hukum formil.
 Dengan demikian, analisis yuridis merupakan proses pengkajian terhadap suatu permasalahan hukum dengan menggunakan ketentuan hukum positif yang berlaku.

2. Ruang Lingkup Analisis Yuridis
Ruang lingkup analisis yuridis mencakup beberapa aspek penting dalam mengkaji suatu permasalahan hukum. Menurut Johnny Ibrahim, analisis yuridis meliputi:

a. Analisis terhadap asas-asas hukum yang mendasari suatu peraturan perundang-undangan;

b. Analisis terhadap sistematika peraturan perundang-undangan;

c. Analisis terhadap sinkronisasi peraturan perundang-undangan baik secara vertikal maupun horizontal;

d. Analisis terhadap penerapan hukum dalam praktik atau putusan pengadilan;

e. Analisis perbandingan hukum antara satu sistem hukum dengan sistem hukum lainnya.

Dalam konteks penelitian ini, analisis yuridis difokuskan pada analisis terhadap penerapan hukum dalam putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 1838/Pid.Sus/2025/PN Mdn yang berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Analisis yuridis terhadap putusan pengadilan meliputi pengkajian terhadap pertimbangan hukum hakim, penerapan pasal-pasal yang didakwakan, serta kesesuaian putusan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. 
Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim
1. Pengertian Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hakim adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai dasar sebelum memutus suatu perkara. Menurut Sudikno Mertokusumo, pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan.

Pertimbangan hakim adalah argumentasi hukum yang disusun secara sistematis oleh hakim dalam putusan pengadilan, yang berisi analisis fakta, penerapan norma hukum, serta alasan logis mengapa suatu putusan dijatuhkan. Pertimbangan hakim merupakan bagian terpenting dalam putusan pengadilan yang memuat penilaian hakim terhadap fakta hukum, alat bukti, dan ketentuan hukum yang relevan sebagai dasar penetapan amar putusan.

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

2. Jenis-Jenis Pertimbangan Hakim
Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis.

a. Pertimbangan Yuridis
Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pertimbangan yuridis meliputi dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang bukti, serta pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana yang menjadi dasar dakwaan.

b. Pertimbangan Non-Yuridis
Pertimbangan non-yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor di luar fakta yuridis. Menurut Ahmad Rifai, pertimbangan non-yuridis meliputi latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, serta faktor agama terdakwa.

3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim
Dalam menjatuhkan putusan, hakim dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ahmad Rifai mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim, yaitu faktor hukum (peraturan perundang-undangan), faktor perilaku aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, serta faktor masyarakat dan kebudayaan.

Mackenzie sebagaimana dikutip oleh Rusli Muhammad mengemukakan beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan, yaitu:

1. Teori keseimbangan, yaitu keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara;

2. Teori pendekatan seni dan intuisi, yaitu penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim sebagai suatu ekspresi seni yang didasarkan pada intuisi hakim;

3. Teori pendekatan keilmuan, yaitu pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian, khususnya dalam hal pembuktian;

4. Teori pendekatan pengalaman, yaitu pengalaman hakim dalam memeriksa dan memutus perkara-perkara yang sejenis dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan;

5. Teori ratio decidendi, yaitu teori yang didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar dengan mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan.

Selain teori-teori tersebut, hakim juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam menjatuhkan putusan.

C. 
Tinjauan Umum Tentang Narkotika
1. Pengertian Narkotika
Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sujono dan Bony Daniel menjelaskan bahwa narkotika pada dasarnya merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, maka narkotika dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan maupun masyarakat, khususnya generasi muda.

Hari Sasangka mengemukakan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang dapat menghilangkan rasa nyeri yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran dan dapat menimbulkan ketergantungan.

2. Penggolongan Narkotika
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggolongkan narkotika ke dalam tiga golongan, yaitu:

1. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah Heroin, Kokain, Ganja, dan Metamfetamina (sabu-sabu);

2. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah Morfin, Petidin, dan Fentanil;

3. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya adalah Kodein dan Buprenorfin.

Penggolongan narkotika tersebut didasarkan pada tingkat bahaya dan potensi ketergantungan yang dapat ditimbulkan. Narkotika Golongan I memiliki tingkat bahaya dan potensi ketergantungan yang paling tinggi, sehingga penggunaannya sangat dibatasi dan dilarang digunakan untuk kepentingan terapi medis.

D. 
Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
1. Pengertian Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika
Tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan, penguasaan, atau peredaran narkotika secara tidak sah atau tanpa hak. Siswanto Sunarso menjelaskan bahwa tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang berhubungan dengan narkotika yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur berbagai bentuk tindak pidana narkotika dengan sanksi yang bervariasi tergantung pada jenis perbuatan dan golongan narkotika yang terlibat. Beberapa bentuk tindak pidana narkotika yang diatur dalam undang-undang tersebut antara lain tindak pidana yang berkaitan dengan produksi narkotika secara ilegal, tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika, tindak pidana yang berkaitan dengan penguasaan dan penyimpanan narkotika secara ilegal, serta tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika untuk diri sendiri.
2. Ketentuan Pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika
Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur tentang tindak pidana yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika Golongan I. Pasal tersebut berbunyi:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."
Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi adalah:

1. Setiap orang, yaitu subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

2. Tanpa hak atau melawan hukum, yaitu tidak memiliki kewenangan atau izin dari pihak yang berwenang atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, merupakan unsur alternatif yang berarti cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja;

4. Narkotika Golongan I, yaitu jenis narkotika sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sujono dan Bony Daniel menjelaskan bahwa unsur "tanpa hak atau melawan hukum" merupakan unsur yang sangat penting dalam pembuktian tindak pidana narkotika. Unsur ini menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan Pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Narkotika
Selain Pasal 114 ayat (1), perlu juga dipahami ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur tentang tindak pidana penguasaan narkotika Golongan I secara ilegal. Pasal tersebut berbunyi:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."
Perbedaan mendasar antara Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) terletak pada sifat perbuatannya. Pasal 114 ayat (1) mengatur tentang perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap narkotika yang bersifat transaksional seperti menjual, membeli, atau menjadi perantara jual beli. Sedangkan Pasal 112 ayat (1) mengatur tentang penguasaan narkotika secara ilegal yang bersifat possessory seperti memiliki, menyimpan, atau menguasai. Dalam praktik peradilan, penentuan pasal yang diterapkan sangat bergantung pada fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
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